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Abstrak: 
Tujuan penulisan ini adalah membahas mengenai Pendidikan Agama di sekolah 
umum yang hadir di Nusantara sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sebelum 
masuk kepada pembahasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama pra 
kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.  
Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan 
sejarah.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan Islam tidak 
diajarkan di sekolah umum pada masa penjajahan Belanda, pemerintah mengeluarkan 
peraturan yang disebut sekolah umum netral agama. Yakni bahwa pemerintah bersikap 
tidak memihak kepada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan 
agama dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama. Sedangkan pada masa 
pemerintahan Jepang membolehkan pembelajaran pendidikan agama di sekolah umum 
dengan syarat guru agama tidak dibayar oleh pemerintah.  
Pada awal kemerdekaan yaitu pada masa Orde Lama, pembelajaran pendidikan agama 
diberikan kepada siswa dari SD sampai SMA dengan ketentuan, siswa boleh menolak 
diberikan pembelajaran pendidikan agama jika siswa tidak berkenan untuk belajar agama, 
sedangkan pada masa Orde Baru menghilangkan kata “tidak berkenan untuk belajar agama” 
sehingga pembelajaran pendidikan agama diajarkan pada tingkat dasar sampai tinggi.  
 
Kata Kunci: Pendidikan Agama di sekolah umum.  
 
 
A. PENDAHULUAN 
Pendidikan yang hadir di Nusantara yang sekarang bernama Indonesia tidak lepas dari 
kebijakan pemerintah. Pendidikan Islam yang telah hadir di Indonesia pada abad ke 7 masehi 
dengan teori Arab atau pada abad ke XIV menurut teori Gujarat, telah menggurita pendidikan 
Islam bersama budaya masyarakat di Nusantara. Kehadiran aktivitas Pendidikan Islam di 
tengah masyarakat kurang mendapat tempat di pemerintahan sehingga melemahkan cara dan 
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upaya melekatkan masyarakat dengan agamanya. Kurang perhatian dari pemerintah bahkan 
justru hendak menghilangkan pendidikan Islam telah menjadikan pendidikan Islam berjalan 
dengan sendirinya tanpa dukungan dari pemerintah.  
Sejak Indonesia merdeka sampai diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan nasional, telah dikeluarkan aturan 
yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di tingkat dasar, menengah dan tinggi pada 
sekolah umum, baik dalam bentuk perundang-undangan, keputusan menteri, ketetapan 
MPR/MPRS dan peraturan pemerintah. Regulasi yang keluarkan di antaranya adalah 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIII pasal yang ke 31, UU RI 
pada nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-
Undang Pendidikan pada no. 20 tahun 1954, TAP. MPRS No. XXVII/MPRS/1966, UU RI 
No. 2 pada tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. 
Merunut pada sejarah, pendidikan agama yang ada dan diajarkan pada jenjang 
pendidikan sekolah tidak masuk dalam kurikulum sekolah umum. Hal ini dikarenakan 
pendidikan agama adalah wilayah privasi, wilayah yang menjadi tanggung jawab dari orang 
tua siswa di samping itu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang di 
masyarakat seperti pondok pesantren dan sejenisnya.  
Namun melalui tokoh pendidikan Islam yang berusaha menjadikan pendidikan agama 
menjadi bagian integral yang diajarkan di sekolah agar siswa yang belajar di sekolah umum 
juga mendapatkan pengetahuan agama yang diperlukannya sehingga pengetahuan siswa 
tehadap pengalamannya kehidupannya tidak kering dari nilai-nilai beragama.  
 
B. PEMBAHASAN.  
1. Pendidikan Islam Pra Kemerdekaan 
Pendidikan secara kultural baik itu pendidikan yang ada di sekolah umum maupun di 
sekolah swasta pada umumnya berada pada lingkup peran, fungsi, dan tujuan yang tidak 
berbeda. Semuanya hadir dalam usaha dan upaya untuk mengangkat dan menegakkan 
martabat manusia melalui transmisi ilmu pengetahuan
1
 yang dimilikinya, utamanya dalam 
bentuk mentransfer ilmu dan mentransfer nilai. Dalam tujuan utama ini juga secara jelas 
menjadi tujuan dan jangkauan pendidikan Islam, karena bagaimanapun pendidikan Islam 
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sekalipun dalam kehidupan bangsa 
Indonesia tampak sekali terbedakan eksistensinya secara struktural. Tetapi secara kuat ia 
                                                           
1
Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai 
Paradigma Pendidikan Islam (Cet. 1; Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), h. 21.  
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telah berusaha mengambil peran yang kompetitif dalam setting sosiologi bangsa, walaupun 
tetap saja tidak mampu menyamai pendidikan umum yang ada dengan serta dukungan dari 
pemerintah yang sangat luas demi mewujudkan tujuan pendidikan secara riil.  
Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berlebel agama memiliki transmisi 
spiritual yang lebih nyata dalam proses pengajarannya dibanding dengan pendidikan umum, 
sekalipun lembaga ini juga memiliki muatan serupa. Kejelasannya terletak pada keinginan 
pendidikan Islam untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara 
simultan, baik aspek intelektual, imajinasi dan keilmiahan, kultural serta kepribadian. Karena 
itulah pendidikan Islam memiliki beban yang multi paradigma, sebab berusaha memadukan 
unsur profan (tidak bersangkutan dengan agama) dan imanen (berada dalam kesadaran (akal 
budi)), di mana dengan pemaduan ini, akan membuka kemungkinan terwujudnya tujuan inti 
pendidikan yaitu melahirkan insan kamil, manusia berilmu pengetahuan dan beriman kepada 
Allah.
2
 
Antara pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan umum tidak dapat dipisahkan, karena 
perkembangan masayarakat serta tuntutannya dalam membangun manusia seutuhnya sangat 
ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang dicerna melalui proses 
pendidikan. Proses pendidikan tidak hanya menggali dan mengembangkan sains, tetapi juga, 
dan lebih penting lagi yaitu dapat menemukan konsepsi baru ilmu pengetahuan yang utuh, 
sehingga dapat membangun masyarakat Islam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang 
diperlukan.
3
  
Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak pemerintahan kolonial 
belanda sampai Indonesia merdeka tidak lepas dari pendidikan yang diselenggarakan untuk 
kepentingan dari pemerintah. Pelaksanaan pendidikan di semua tingkatan pendidikan 
diarahkan untuk demi tujuan serta kepentingan dari pemerintah.  
Demikian pula dengan Indonesia setelah kemerdekaan mulai menaruh perhatian 
terhadap pendidikan masyarakat yang hal ini tertuang di dalam pembukaan Undang Undang 
tahun 1945 yang berbunyi:  
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 
                                                           
2
Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), h. 47-49. 
Lihat juga Muhaimin-Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 153.  
3
Hasbullah,Kapita Selekta Pendidikan, (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 7. 
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kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusayawatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.  
Pendidikan yang hadir di dalam kehidupan masyarakat Indonesia diusahakan dapat 
merancang masa depan yang dalam penerapan konsep-konsep pendidikan harus 
memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Maka pendidikan itu harus 
dengan gaya dan style yang memakai pendidikan tersebut. Pendidikan tidak bisa di ekspor 
dan tidak bisa di impor seluruhnya ke dalam bentuk dan gaya pendidikan yang ada di 
Indosesia agar sesuai dengan keinginan, model dan ukuran orang yang memakainya sehingga 
tampak indah, baik, pas dan cocok. Maka pendidikan pun yang diterapkan di Indonesia akan 
dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tentunya ada disesuaikan dengan adat 
istiadat serta kebudayaan di Indonesia.  
Ketika pendidikan menjadi target utama untuk memajukan masyarakat Indonesia 
dengan segala usaha dan upaya pemerintah memajukannya, namun tidak halnya dengan 
pendidikan Agama yang terasa seperti ‘dianaktirikan’ atau terkesan “menomorduakan”. 
Pendidikan agama bahkan dalam rencananya akan dihapuskan, hal dilakukan dikarenakan 
Indonesia bukanlah negara Agama, bukanlah negara yang bersyariat Islam sehingga 
pendidikan agama bukanlah sebuah keharusan untuk dihadirkan di Nusantara. Namun berkat 
usaha yang sungguh dan semangat yang gigih dari dari berbagai pihak, akhirnya berbagai 
kebijakan yang menomorduakan pendidikan agama mampu dihilangkan dengan terbitnya 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada Bab II, pasal 3 yang berbunyi:  
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.  
Dipertegas di dalam bab V, pasal 12 ayat 1 butir a yang berbunyi:  
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 
agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
4
 
Dengan pasal pada Undang Undang tersebut di atas telah memberikan kesempatan dan ruang 
yang luas bagi pendidikan agama untuk memberikan pencerahan dan penetrasi terhadap 
pemahaman agama pada setiap satuan pendidikan.  
Namun bila dilihat dari sejarah pendidikan agama di sekolah umum telah menjadi 
pembicaraan yang tarik ulur pemerintah zaman kolonial sampai sekarang. Menjadi 
                                                           
4
Undang Undang 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disadur. Tanggal 4 April 2019.  
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perdebatan akan fungsi dan manfaat dari pendidikan agama bagi peserta didik. Hal ini tidak 
lain karena dalam pandangan sebagian dari pejabat pemerintah yang memandang bahwa 
pendidikan agama tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan Indonesia. 
Bahkan pendidikan agama cenderung menjadi penghambat bagi jalannya roda pemerintahan. 
Dengan adanya pendidikan agama maka pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran 
untuk membiayai pelaksaan pendidikan agama sekaligus menyiapkan guru-gurunya. Hal 
inilah yang menjadi perdebatan masuknya pendidikan agama pada pembelajaran di sekolah 
umum.  
 
 
a. Kebijakan Pendidikan Agama Masa Kolonial Belanda 
Kehadiran Kerajaan Belanda dan tentaranya di Nusantara telah mewarnai roda 
kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia yang tadinya bersuku-suku terpisah yang 
cenderung bermusuhan satu sama lainnya menjadi bersatu padu sebagai bangsa yang 
tertindas dari negara penjajah. Kedatangan Belanda telah ikut juga mempengaruhi pendidikan 
dan kebijakan pendidikan masyarakat. Pendidikan hanya diberikan pada masyarakat dari 
kelas satu sampai kelas tiga, setelah selesai dari pendidikan akan ditempatkan sebagai 
pegawai pemerintahan di pemerintahan Belanda. Sedangkan, pendidikan kelas 4 sampai 
seterusnya hanya diberikan kepada golongan priyai.  
Pada tanggal 8 Maret 1819 M, Gubernur Belanda yang ditugaskan mengawasi 
Indonesia (Jenderal Van den Capellen) memerintahkan kepada anak buahnya untuk 
mengadakan penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa. Tujuan penelitian saat itu 
adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan masyarakat 
pribumi. Hasil dari penelitian itu diharapkan pelaksanaan undang-undang dari pemerintah 
Belanda dapat dimengerti dan dijalankan oleh masyarakat pribumi.
5
  
Sekalipun Van Den Capellen memberikan instruksi kepada seluruh Bupati tentang 
perlunya pemerataan baca tulis bagi kelas pribumi, namun jelas bahwa semuanya demi 
kepentingan Belanda. Inti dari surat instruksi tersebut adalah perlu didirikan sekolah 
Rakyat/dasar pada zaman itu, sebab pendidikan Islam yang telah berkembang di masyarakat 
seperti di surau, masjid, langgar, dan pondok pesantren dianggap tidak membantu pemerintah 
Hindia Belanda.
6
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Abdul Rauf, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 3; Nomor 1 Mei, 2015. h. 190-206.  
6
Ridjaluddin F.N. Bunga Rampai Pendidikan Islam, (Cet. 1; Jakarta: CV Sejahtera, 2008), h. 35.  
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Pada perkembangannya, Brugmans membicarakan hasil penelitian tersebut dan 
menduga bahwa Gubernur Jenderal Van der Capellen hendak melaksanakan suatu jenis 
pendidikan berdasarkan karakteristik pribumi murni, secara teratur dan disesuaikan dengan 
masyarakat, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya.  
Mengacu pada perkembangan pendidikan di sekolah dapat dilihat pada abad ke 20 M 
yang mana pendidikan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 1. Pendidikan yang 
diselenggarakan atau diadakan oleh pemerintahan Belanda sekolah barat yang sekuler, dan 2. 
Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengajarkan agama saja. 
Menurut istilah Wirjosukarto yang dikutip oleh Muhaimin, pada periode tersebut ada dua 
corak pendidikan, corak lama yang berpusat pada pendidikan pesantren dan corak baru pada 
pendidikan umum yang dikelola oleh Belanda.
7
 
Verker Pistorius mengatakan di dalam buku Pesantren, Madrasah, Sekolah yang 
dikarang oleh Karel A. Steenbrink mengatakan bahwa J.A van der Chrijs selaku Inspektur 
Pendidikan Pribumi yang pertama, pada tahun 1865 menolak menyesuaikan pendidikan Islam 
yang berlangsung di masyarakat dan digabung dengan pendidikan corak barat, menurutnya 
bahwa “walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan 
pribumi, namun saya tidak menerimannya karena kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga 
tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi.
8
 Yang dimaksudkan dengan kebiasaaan tersebut 
terlalu jelek ialah pendidikan Islam adalah pendidikan yang tidak biasa dilakukan di negara 
Barat terutama adalah metode membaca teks Arab yang hanya dihafal tanpa pengertian. 
Demikian pula ada juga sarjana Belanda lainnya seperti Brumund yang sependapat bahwa 
tradisi pengajaran pendidikan agama untuk rakyat pribumi kurang bagus sehingga tidak dapat 
dimanfaatkan sebagai titik tolak di dalam pengembangan sistem pendidikan umum 
(pendidikan Belanda).
9
 
Pemerintahan masa penjajahan Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern 
menurut sistem persekolahan yang berkembang pada saat itu di dunia barat, yang tentunya 
sedikit ataupun banyak memengaruhi awal sistem pendidikan di Indonesia. Padahal diketahui 
bahwa sistem pendidikan formal yang ada di Indonesia ketika itu adalah sistem pesantren, 
yang tentu berbeda dengan sistem sekolah yang diperkenalkan oleh Belanda.
10
 Di Indonesia, 
istilah Kuttab lebih dikenal dengan istilah ‘pondok pesantren’yang karakter khasnya lembaga 
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Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. . 
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Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Cet. 2; 
Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), h. 3.  
9
Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, h. 3. 
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baca dan tulis dengan sistem halaqoh. Pesantren yang di dalamnya ada kiyai (pendidik) yang 
mengajar dan mendidik anak santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan 
untuk penyelenggaraan pendidikan, serta didukung adanya pondok sebagai tempat tinggal 
para santri.
11
 Pendidikan yang telah terlaksana di masyarakat menurut penulis adalah 
pendidikan formal waktu itu. Namun lembaga pendidikan Islam yang sudah ada di 
masyarakat tidak kunjung diakui oleh pemerintah kolonial Belanda.  
Kontras apa yang dialami oleh pendidikan Islam yang dikelola oleh masyarakat 
muslim dengan pendidikan agama yang dikelola masyarakat non muslim di daerah Minahasa 
dan Maluku, pada dua tempat tersebut telah berdiri lembaga pendidikan agama yang 
mengajarkan pendidikan agama dan dikelola oleh Zending. Sekolah ini justru mendapat 
pengakuan dari pemerintah Belanda bahkan mendapat mendapatkan subsidi dari pemerintah 
Belanda. Sekolah ini tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional yang sudah 
ada di pulau Jawa, yakni 100 % memusatkan diri pada pendidikan agama, bedanya sekolah 
yang dikelola oleh Zending ini memusatkan pada pendidikan Kristen.
12
  
Tahap awal yang dilakukan adalah menerjemahkan Bybel ke dalam bahasa Melayu. 
Bagi sekolah-sekolah yang dikelola oleh Zending buku terjemahan Bybel kedalam bahasa 
melayu adalah buku yang amat penting. Di samping itu dalam sekolah tersebut juga diajarkan 
ilmu bumi, ilmu sejarah dan ilmu musik. Namun dalam ilmu yang diajarkan sebagian besar 
mengisahkan perjalanan rasul Paulus, sejarah Bybel dan musik gerejawi. Guru-guru setempat 
banyak yang mendapatkan pendidikan pada lembaga yang didirikan oleh Zending. 
Harapannya adalah kelak para guru tersebut dapat menjadi pemimpin agama pada masyarakat 
setempat.  
Secara teknis, memasukkan sekolah tersebut ke dalam sistem sekolah umum lebih 
mudah dari pada memasukkan pesantren ke dalam sistem pendidikan umum. Hal itu antara 
lain disebabkan para murid sekolah tersebut sudah terbiasa dengan tulisan latin. Bahasa 
melayu, yang merupakan bahasa asing bagi siswa, kenyataannya mudah dibandingkan 
dengan bahasa arab.
13
 
Pendidikan anak di sekolah Belanda hanya akan sampai pada kelas tiga SR (Sekolah 
Rakyat) atau SD selebihnya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
Jenjang yang lebih tinggi hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan anak-anak Belanda 
dengan maksud bahwa yang pintar dan pandai hanya dari golongan tertentu, hal ini dilakukan 
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dengan tujuan dan harapan dapat menjalankan pemerintahan di wilayah jajahan Belanda. 
Sedangkan, rakyat jelata disiapkan untuk menjadi staff di pemerintahan belanda, disiapkan 
menjadi pesuruh dan pembantu serta melengkapi untuk menjalankan roda pemerintahan 
penjajahan di jajahan di Hindia Belanda.
14
 Hal ini dapat dilihat ketika Vand Den Boss 
menjadi gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1883 dengan mengeluarkan kebijakan 
bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Sedang 
departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu.  
Inisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi penduduk 
pribumi adalah ketika Van Den Capellen sebagai gubernur memberikan surat edaran yang 
ditujukan kepada Bupati-Bupati untuk secepatnya mengadakan pertemuan yang tujuannnya 
membuat peraturan pemerintah di daerahnya yang menjamin meratanya kemampuan 
membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka dapat dengan mudah untuk 
menaati undang-undang dan hukum negara yang ditetapkan Belanda.
15
 
Materi pelajaran yang diajarkan oleh kolonial Belanda adalah materi-materi umum 
yang tidak memuat materi pendidikan agama. Materi membaca, berhitung, dan menulis 
adalah materi pelajaran yang diajarkan oleh pemerintahan Belanda terhadap siswa dari kelas 
satu sampai kelas tiga. hal ini dilakukan agar mereka yang telah selesai dari pendidikan 
tersebut dapat menjadi tenaga kerja di pemerintahan. Dengan demikian, meskipun Belanda 
mendirikan lembaga pendidikan untuk kalangan pribumi tetapi semua adalah demi 
kepentingan mereka semata. Pendidikan agama Islam yang telah diselenggarakan di pondok 
pesantren, masjid, musholla, atau tempat yang lain dianggap oleh pemerintah ketika itu tidak 
memberikan kontribusi apa-apa buat pemerintah justru dalam pandangan pemerintah 
Belanda, kehadiran pendidikan agama khususnya Pendidikan Agama Islam di sekolah umum 
dapat menjadi gangguan bagi pemerintah, sehingga pendidikan agama lebih baik ditiadakan 
saja karena tidak membantu pemerintahan Belanda. Politik yang dijalankan pemerintahan 
Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh 
adanya rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialisme 
sehingga dengan begitu mereka menerapkan peraturan dan kebijakan seperti:  
1) Tahun 1882 pemerintah kolonial belanda membentuk Resterraden yaitu suatu badan 
khusus yang bertugas mengawasi kegiatan agama dan pendidikan Islam. Dari badan 
inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa yang mau 
mengajar agama atau pengajian agama maka harus melapor ke pemerintah Belanda.  
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2) Kemudian di keluarkan peraturan yang lebih ketat pada tahun 1925 bahwa tidak semua 
guru atau kyai dapat memberikan pengajaran agama Islam di lembaga pendidikan yang 
ada di masyarakat kecuali yang sudah mendapat izin semacam sertifikat mengajar.  
3) Kemudian lebih tegas dan keras lagi pemerintah Belanda pada tahun 1932memiliki 
wewenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izin, 
atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai oleh pemerintah belanda yang disebut 
sekolah ilegal atau Wilde School Ordonantie.
16
 
Kebijakan pemerintahan Belanda, mengeluarkan peraturan yang ketat terhadap 
pendidikan agama Islam yaitu melarang kiyai memberikan pengajaran agama yang mungkin 
saja disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh 
seperti Muhammadiyah 1912, partai syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdhatul Watan, Nahdhaltul 
Ulama 1926 dan lain-lain.  
Kemudian pelajaran pendidikan agama tidak diajarkan oleh pemerintahan kolonial 
Belanda, ini disebabkan pelajaran pendidikan agama adalah menjadi tugas dan tanggung 
jawab kepala keluarga, bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Sehingga kebijakan 
pemerintah meniadakan pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah. Di samping itu pula 
pendidikan agama telah menjadi pelajaran yang diajarkan oleh lingkungan masyarakat 
melalui masjid-masjid, surau surau. Nah bagaimana dengan Pendidikan agama kepada umat 
Kristiani. 
Selain itu untuk lingkungan kehidupan agama non Muslim di Indonesia yang selalu 
menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran 
agama di sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah 
mengeluarkan peraturan yang disebut sekolah umum netral agama. Yakni bahwa 
pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah 
tidak mengajarkan agama dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama.
17
 Jika 
melihat cara dan upaya pemerintah tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan agama akan 
mati perlahan-lahan dan mati suri dalam waktu yang tidak terlalu lama.  
b. Kebijakan Pendidikan Agama Pada Pemerintahan Pendudukan Jepang 
Telah lama mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari pemerintahan 
Belanda, masyarakat di nusantara dikejutkan dengan hadirnya penjajah baru dari Asia yaitu 
Jepang, setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia. Jepang menjajah Indonesia setelah 
mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam perang dunia ke II. Mereka menguasai Indonesia 
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pada tahun 1942 dengan membawa semboyan: Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan 
Asia Baru.  
Kebijakan pemerintahan Jepang terhadap Indonesia sebenarnya sama dengan kolonial 
Belanda, namun strategi yang dimainkan oleh pemerintahan Jepang agar mendapatkan 
simpati masyarakat maka pemerintahan Jepang memperbolehkan pendidikan agama diajarkan 
di sekolah umum, dengan ketentuan bahwa guru yang mengajar pelajaran agama tidak 
mendapatkan fasilitas dari pemerintah.  
Jepang tidak begitu ketat terhadap pendidikan agama khususnya pendidikan Islam di 
Indonesia, Jepang memberikan toleransi yang cukup banyak terhadap pendidikan Islam di 
Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk atau anak-anak 
penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda-pemuda 
Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia banyak berdiri lembaga-lembaga 
pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah lembaga-lembaga 
pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak dibolehkan untuk belajar agama dan mengaji.  
Untuk mendekati umat Islam di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan 
Jepang antara lain:  
1) Kantor urusan agama yang pada zaman Belanda disebut: Kantoor Voor Islamistische 
Saken yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi 
Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy’ari dari 
Jombang dan di daerah-daerah dibentuk Sumuka.  
2) Pondok pesantren yang memiliki santri yang banyak sering dikunjungi oleh 
pemerintahan Jepang dan mendapatkan bantuan.  
3) Pada sekolah-sekolah umum diajarkan materi pelajaran budi pekerti yang isi dari budi 
pekerti cenderung ke pelajaran agama.  
4) Pemerintahan Jepang membolehkan pembentukan barisan Hisbullah yang dikomandoi 
oleh KH Zainul Arifin. Barisan Hisbullah ini sebagai wadah untuk pemberian latihan 
dasar kemiliteran bagi pemuda Islam.  
5) Mengizinkan pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. 
Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. 
6) Diberikan izin membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta) 
7) Diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut: Majelis Islam A’la Indonesia 
(MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.
18
 
Maksud dari beberapa kebijakan pemerintahan Jepang ini adalah supaya kekuatan 
umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan Jepang. Oleh karena tujuan lainnya 
adalah menjadikan masyarakat sebagai basis tentara cadangan maka pendidikan di sekolah-
sekolah pemerintah secara umum terbengkalai. Karena murid-murid sekolah tiap hari hanya 
disuruh gerak badan, bernyanyi, baris berbaris, kerja bakti (romusha), dan lain sebagainya. 
Tentu hal ini tidak menjadikan Indonesia menjadi baik. Apa yang dirasakan masyarakat yang 
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bersekolah di sekolah umum negeri, tidak demikian yang terjadi di sekolah swasta, kalau 
boleh dikatakan agak beruntung pendidikan Islam yang diselenggarakan di masyarakat 
seperti madrasah dan pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintahan Jepang. 
Pendidikan Islam dalam lingkup pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar.
19
 
Jadi ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap pendidikan agama yang diajarkan 
di sekolah umum. Pada masa pemerintahan Belanda, pendidikan agama dilarang diajarkan di 
sekolah umum atau netral agama, sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan 
agama diajarkan di sekolah umum di semua tingkatan hanya dengan ketentuan bahwa 
pemerintah tidak menanggung biaya yang harus dikeluarkan akibat dari pelaksanaan 
pendidikan agama tersebut.  
2. Kebijakan Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Pasca Kemerdekaan 
a. Orde Lama (1945 – 1965) 
Setelah proklamasi kemerdekaan indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 
maka Indonesia mulai menata kondisi negara dan bangsa yang porak-poranda akibat perang 
dan penjajahan di  dunia termasuk wilayah expansi yang berada di Asia. Kemudian 
membangun bangsa dengan memperbaiki sumber daya manusianya melalui pendidikan 
termasuk di dalamnya memasukkan sistem pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan 
nasional.
20
  
Secara umumnya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum mulai 
diatur dan masuk di dalam sistem pendidikan nasional oleh pemerintah melalui Undang-
Undang Pendidikan Nomor 4 tahun 1950, Bab XII Tentang Pengajaran Agama-agama di 
Sekolah-Sekolah Negeri, disebutkan pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: Dalam sekolah-sekolah 
negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan 
mengikuti peladjaran tersebut.
21
 yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri pada setiap daerah. 
Kemudian dilanjutkan pada pasal 20 ayat 2 disebutkan. Tjara menyelenggarakan pengadjaran 
agama di sekolah sekolah negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri 
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan bersama sama dengan menteri agama.
22
 Inilah 
kebijakan pemerintah pertama secara tertulis mengenai pendidikan agama di sekolah umum. 
Kalau dirunut kebelakang telah ada usaha untuk sampai pada diterbitkan nya undang-undang 
tersebut. Pada tahun Bulan Desember di tahun 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua 
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menteri yaitu menteri agama dan menteri pendidikan & pengajaran yang menetapkan bahwa 
pendidikan agama di sekolah umum diberikan mulai kelas IV SR (sekolah rakyat) sampai 
kelas VI. Kemudian pada tahun 1947 pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan 
Pengajaran Agama Islam yang komandoi oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit yang berasal dari Departemen 
Agama. Tugas dari majelis ini adalah ikut mengatur pelaksanan dan penerapan pelajaran 
agama Islam di sekolah-sekolah umum. 
Pada tahun 1950, penyempurnaan penerapan pendidikan agama Islam di sekolah 
umum yang bukan hanya wilayah ibukota dan sekitarnya saja namun juga sampai di wilayah-
wilayah lain di luar pulau Jawa, maka dibentuklah panitia bersama antara Departemen P & K 
dan Departemen Agama yang komandoi oleh Mahmud Yunus dari Kemenag dan Mr. Hadi 
dari Kemendikbud. Hasil dari terbentuknya kepanitian tersebut lahirlah SKB 2 menteri pada 
bulan Januari 1951 yang berisi: 
1) Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat 
2) Pada daerah-daerah yang tradisi pendidikan dan pengajaran keagamaannya kuat maka 
pendidikan agama diberikan mulai dari kelas 1 SR sampai kelas VI SR.  
3) Pemberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam pelajaran pada sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas 
dan mendapat izin dari orang tua/walinya.  
5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pelajaran yang 
diberikan kepada siswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Departemen Agama.  
 
Setelah kebijakan pemerintah terhadap pelajaran pendidikan agama yang diajarkan di 
sekolah sekolah umum, maka dibentuk lagi kelanjutan dari panitia tersebut adalah 
penyempurnaan kurikulum maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH Imam Zarkasyi 
dari Pondok Gontor Ponorogo yang kurikulumnya disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 
1952.  
Ketetapan negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Berdasarkan UUD 
1945. Kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui MPR yang sebelumnya bernama 
MPRS. Dalam sidang pleno pada bulan Desember 1960 diputuskan: Melaksanakan Manipol 
Usdek (Akronim dari Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 1945) dibidang mental/ 
agama/ kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat 
mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-
pengaruh buruk budayaan asing (Bab II pasal II: I). Dalam ayat 3 dari pasal II tersebut 
dinyatakan bahwa: Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, 
mulai dari sekolah rendah sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak 
Hasruddin Dute, Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan dan 
Pasca Kemerdekaan.    321 
ISSN 2614-770X  Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 1. Juni 2019. 
 
ikut dalam pendidikan agama jika wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatannya 
mengikuti pelajaran agama.  
Tahun 1966, MPRS membuat keputusan yang lebih berpihak kepada bidang 
pendidikan agama dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan terdahulu. (boleh 
tidak mengikuti pelajaran agama dengan menyatakan keberatannya) Dengan demikian maka 
sejak tahun tersebut pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai 
perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. 
Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah setelah indonesia merdeka dinyatakan 
dengan tegas bahwa pendidikan tersebut perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Hasil 
kerja yang telah dilakukan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran memutuskan bahwa pelajaran 
agama diberikan pada sekolah sekolah umum dalam jam pelajaran, sedangkan di SR (Sekolah 
Rakyat) atau SD diajarkan mulai kelas IV
23
. Guru pendidikan agama disediakan oleh 
Kementrian Agama dan digaji oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus 
mempunyai pengetahuan umum, berdasarkan alasan tersebut diperlukan pendidikan guru 
agama. Cara pelaksanaan dan penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah umum diatur 
melalui SKB dua menteri.
24
 sebagai penjelasan atas UUPP Nomor 4 Tahun 1950. Di 
antaranya jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya 
dan bahwa pendidikan agama tidak dipengaruhi kenaikan kelas siswa. Di samping itu, 
keputusan ini membuat ketentuan tentang berapa lama pendidikan agama dalam seminggu, 
yaitu 2 jam pelajaran per minggu, masalah pengangkatan guru dan penggajian guru agama, 
kewajiban guru agama, dan pendidikan agama di sekolah.  
Ketetapan dan keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini 
berkembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada masa orde lama 
atau pada tahun 1960, dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-
sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi
25
. Dengan pengertian 
bahwa peserta didik boleh tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama bila ada keberatan 
dari peserta didik tersebut dan ada keberatan dari orang tua peserta didik. Pada tahun 1966, 
kebijakan tersebut dihapus dan menyatakan bahwa pendidikan agama yang diajarkan di 
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sekolah menjadi pelajaran yang wajib diikuti oleh peserta didik dari sekolah dasar sampai 
perguruan tinggi. 
 
b. ORDE BARU (1966-1998) 
Pendidikan agama dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia, pengertiannya 
mencakup dua hal; pertama, lembaga pendidikan agama atau perguruan agama dan yang 
kedua ialah isi/program pendidikan agama. Pendidikan agama dalam arti isi/program seperti 
yang dimaksudkan dalam GBHN: Pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum di 
sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.
26
 
Sesuai dengan amanat dari GBHN ini maka sekolah-sekolah umum memberikan pendidikan 
agama dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. Pembinaan teknis edukatif pendidikan agama 
di sekolah-sekolah umum negeri (binaan Depdikbud) menjadi tanggung jawab departemen 
agama. Bahkan sebelumnya semua piranti lunak dan keras pendidikan agama di sekolah 
umum menjadi tanggung jawab departemen agama, mulai dari penyusunan kurikulum, 
pengangkatan guru, penyediaan buku-buku, alat-alat peraga dan pengawasan. 
Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum masa masa Orde Baru pada 
hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang 
telah digariskan dalam GBHN. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendidikan 
agama harus mendapat tempat yang wajar dan alokasi waktu tersendiri dalam kurikulum 
sekolah umum. Pendidikan agama harus merupakan mata pelajaran tersendirin dan tidak 
diselip kan pada bidang studi lain.
27
 Inilah yang menjadi perhatian pada masa orde baru di 
dalam pendidikan Islam.  
Permulaan masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang pendidikan agama di 
sekolah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Adapun pada tahap ini 
pendidikan madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi 
baru bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini 
disebabkan pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan umum, 
menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan 
kurang terpantaunya manajemen madrasah oleh pemerintah.  
Menghadapi kenyataan di atas, langkah yang dilakukan pada pembaruan dengan 
mengeluarkan kebijakan Menteri Agama tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS 
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No. XXVII tahun 1966
28
 dengan formalisasi dan strukturisasi pendidikan di lembaga 
pendidikan keagamaan. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah 
dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah di samping mendirikan madrasah-
madrasah yang baru.
29
 Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur perpanjangan dan 
perumusan kurikulum sekolah-sekolah yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan.
30
 Salah satunya seperti tercantum pada Pasal 1 TAP MPRS No. XXVII Tahun 
1966 “menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari 
sekolah dasar sampai ke universitas-universitas negeri.
31
  
Seiring dengan struktur madrasah yang semakin lengkap, pada tanggal 10 sampai 20 
Agustus 1970 telah diadakan pertemuan di Cibogo, Bogor dalam rangka penyusunan 
kurikulum madrasah dalam semua tingkatan secara nasional. Langkah ini merupakan salah 
satu kontribusi pemerintah Orde Baru dalam mendekatkan hubungan madrasah dengan 
sekolah. Otonomi yang diberikan kementrian agama untuk mengelola madrasah terus 
dibarengi dengan kebijakan yang mengarah kepada penyempurnaan sistem pendidikan 
nasional. Langkah ini menjadi agenda penting pada masa awal-awal pemerintahan orde baru.  
Dalam dekade 1970-an madrasah dan lembaga pendidikan agama terus di 
kembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru 
kebijakan pemerintah terkesan berusaha untuk mengisolasi lembaga pendidikan agama dari 
bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah 
dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 
tanggal 18 April 1972 tentang “Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Isi 
keputusan ini pada intinya mencakup tiga hal:  
1) Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan 
pendidikan umum dan kejuruan.  
2) Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan 
keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.  
3) Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan 
pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.  
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TAP MPRS No. XVII Tahun 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ini terdiri dari 3 bab 
dan 7 pasal. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan 
Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Cet. 3; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 248-251.  
29
Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah 
dalam semua tingkatan (MI, MTs, dan MA). Melalui kebijakan ini sebanyak 123 MI telah dinegerikan sehingga 
menambah jumlah total MIN menjadi 358 buah, 182 MTsN, dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam (MAAIN). 
Lihat, Mawardi Sutejo dkk. Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag dan 
UT, 1996), Modul 1-6, h. 16. Lihat juga Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999), h. 61.  
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Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 132.  
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Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 ini dipertegas oleh Instruksi Presiden 
Nomor 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam ketetapan MPRS Nomor 
XXVII tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian 
tujuan nasional. Persoalan agama dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah 
dalam TAP MPRS Nomor 2 tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah 
pengawasan menteri agama.
32
 Dari ketetapan yang dikeluarkan ini, Departemen Agama 
menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga 
bersifat kejuruan. Dengan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974, 
pelaksanaan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab 
Mendikbud. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannnya penyelenggaraan 
pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud.  
Hal ini menggambarkan ketegangan yang cukup kuat antara madrasah dengan 
pendidikan umum. Sepertinya madrasah tidak hanya akan diisolasi dari sistem pendidikan 
nasional, tetapi terdapat indikasi kuat untuk dihapuskan. Meskipun telah adanya usaha 
pendirian madrasah dan penyusunan kurikulum 1973, namun usaha itu tidak cukup sebagai 
alasan untuk mengakui lembaga madrasah bagian dari sistem pendidikan nasional.
33
 
Kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan umat Islam menimbulkan respon protes umat 
Islam terhadap pemerintah. Melihat aspirasi umat Islam yang keberatan atas kebijakan 
tersebut maka pada tanggal 26 November 1974 diadakan sidang kabinet terbatas yang 
melahirkan SKB tiga menteri pada tahun 1975 yang berisi kesepatakan dalam peningkatan 
mutu pendidikan khususnya di lembaga pendidikan agama.  
Karakter dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dapat dibedakan satu dengan 
lainnya, khususnya porsi materi pelajaran pendidikan agama. Pondok pesantren memuat 
materi agama lebih banyak dan dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi 
waktu pada pelajaran pendidikan agama dua jam (2x45 menit untuk SMA, 2x40 menit untuk 
SMP dan 2x35 menit untuk SD). Sedangkan madrasah sebelum tahun 1975 meliputi materi 
agama 70% dan materi-materi umum 30%. Setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 
Menteri pada tahun 1975, komposisinya di balik menjadi 30% materi agama dan 70% materi 
umum. Meskipun demikian, khususnya madrasah pada tahun 1986 diselenggarakan 
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Wawancara Maksum dengan Zakiah Darajadjat, tanggal 25 Februari 1998. Lihat. Samsul Nizar, 
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madrasah pilot project (MAN PK) yang termuat pada materi agama 70% dan materi umum 
30%
34
. Dan keberadaan madrasah hanya ada di beberapa daerah.  
Dalam afiliasi kelembagaan, sekolah umum berada di bawah kementrian pendidikan 
dan kebudayaan sedangkan madrasah berada di bawah kementrian agama, kecuali Institut 
atau Universitas Islam Negeri yang berafiliasi kepada Kementrian Agama dan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada program studi-program studi umum. Oleh 
karenanya, kurikulum di sekolah dan lembaga madrasah bersifat sentral serta seragam secara 
nasional, meskipun dalam beberapa aspek terjadi desentralisasi kebijakan.  
Pengembangan sekolah diarahkan pada penambahan serta peningkatan sarana dan 
prasarana keagamaan karena pendidikan agama merupakan bagian dari pembentukan 
manusia seutuhnya. UUSPN nomor 2 tahun 1989 diberlakukan, pengadaan dan peningkatan 
yang terus dilakukan
35
. Meskipun karena problema sosial-ekonomi jumlahnya naik-turun, 
tetap dapat disepakati bahwa animo masyarakat untuk sekolah terus mengalami peningkatan. 
Pada saat ini, jumlah sekolah, siswa, dan guru sejak kemerdekaan hingga sekarang terus 
melaju dengan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Indonesia.  
Realitas membuktikan bahwa pendidikan Islam itu pendidikan yang diajarkan di 
sekolah-sekolah agama, sedangkan pendidikan umum yaitu yang diajarkan di sekolah-
sekolah umum. Pendidikan Islam diatur oleh kementrian agama sedangkan pendidikan umum 
diatur dibawah kementrian pendidkan dan kebudayaan.
36
 Karenanya pada pemerintahan Orde 
Baru dikeluarkan kebijakan untuk meminimalisir dikotomi ilmu pengetahuan melalui 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 tahun 1989, maka kerancuan 
pengertian selama ini telah diluruskan dengan penegasan batasan sebagai berikut:  
1) Pada pasal 11 butir 2 disebutkan: pendidikan umum merupakan pendidikan yang 
mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik 
dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.  
2) Pada pasal 11 buitr 6 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan merupakan 
pendidikan yang memperisapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 
dengan tuntutan penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang 
bersangkutan.  
3) Pada pasal 39 ayat 2, disebutkan bahwa isi kurikulum pada setiap jenis, jalur dan 
jenjang wajib memuat: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Kewarganegaraan. Sementara itu pada ayat 3 lebih dipertegas lagi, bahwa pendidikan 
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Munawir Sjadzali, “Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa, dalam 
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h. 175-176.  
35
Departemen Pendidikan&Kebudayaan, Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru 
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Agama merupakan salah sisi kurikulum pendidikan dasar sebagai bahan kajian dan 
pelajaran dari 13 bahan kajian dan pelajaran yang telah ditetapkan.  
 
Dari beberapa uraikan tersebut terlihat jelas bagaimana posisi pendidikan agama di 
sekolah umum, di mana pendidikan Agama merupakan salah satu dari 3 mata pelajaran wajib 
yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum.  
Konsekuensi dari hal ini adalah terangkatnya status pendidikan agama tersebut 
dengan tidak dibedakan lagi dari pendidikan umumnya. Karena dulu barangkali yang 
namanya guru agama di sekolah dasar atau yang di atasnya jangan berharap dapat menjadi 
pimpinan sekolah, tetapi sekarang memiliki peluang yang sama untuk dapat menjadi kepala 
sekolah tergantung pada kesiapan dan kreativitas di dalam mengelola sekolah sehingga layak 
untuk diplih menjadi kepala sekolah. Dengan begitu mata pelajaran pendidikan agama juga 
sudah saatnya dan memang sewajarnya mempunyai fasilitas-fasilitas penunjang yang komplit 
seperti musholla, langgar, atau masjid. Sebagaimana terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang 
diberikan mata pelajaran umum seperti IPA dan IPS dan lain-lainnya. 
Kebijakan pemerintah pada tahun 1990 tertuang pada PP Nomor 28 tentang 
pendidikan dasar, pasal 1 disebutkan: pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang 
lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Sedangkan 
pada pasal 3 ayat 3 disebutkan: SD dan SMP yang berciri khas agama Islam diselenggarakan 
oleh Departemen Agama masing-masing MI dan MTs. Dengan memperhatikan beberapa 
pasal tersebut, tampaknya telah memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kita tentang 
posisi pendidikan agama dan umum yang selama ini terkesan terpisah, kini lebih menyatu, di 
mana sebagai isi kurikulum, pendidikan agama menjadi muatan pokok di samping pendidikan 
pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Begitu juga sebagai satuan pendidikan. 
Madrasah ibtidaiyyah dan madrasah stanawiyah termasuk jenis pendidikan umum pada 
jenjang pendidikan dasar.
37
  
Dengan demikian Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tersebut merupakan wadah 
secara legal formal terintegrasinya pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional di 
Indonesia. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut telah menjadikan pendidikan agama 
mendapatkan peluang untuk terus dikembangkan. Adanya kesempatan dan peluang 
pengembangan pendidikan agama di dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat pada 
pasal, sebagai berikut:  
1) Pada pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang 
berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan 
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UUD 1945. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan agama khususnya pendidikan 
Islam, baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan warisan budaya bangsa, 
yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia.  
Jelaslah bahwa pendidikan agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 
nasional.  
2) Pada pasal 4 diungkapkan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, 
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan.  
Nilai-nilai dan aspek-aspek tujuan pendidikan nasional tersebut, sepenuhnya adalah 
nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan 
Islam. Oleh karena itu perkembangan pendidikan Islam akan mempunyai peran yang 
menetukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional.  
3) Selanjutnya pada pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian 
dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselengarakan dalam lingkungan keluarga dan 
yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.  
Kita mengetahui bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan 
utama di dalam pendidikan generasi penerus. Dengan masuknya lembaga pendidikan 
keluarga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, maka pendidikan keluarga 
termasuk keluarga muslim pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
pendidikan nasional.  
4) Pada pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur 
pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar 
biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan 
kpendidikan profesional. Yang dimaksud dengan pendidikan agama sebagaimana yang 
dijelaskan pada ayat tersebut adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus 
tentang ajaran agama yang bersangkutan.  
Setiap orang Islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, 
terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral dan sosial budayanya. 
Oleh karenanya, pendidikan Islam berikut lembaga-lembaganya, tidak bisa dipisahkan 
dari sistem pendidikan nasional.  
5) Pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa  isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang 
pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan 
kewarganegaraaan.  
Berkenaan dengan ini, dijelaskan bahwa pendidikan agama termasuk pend. Agama 
Islam merupakan bagian dari dan inti kurikulum pendidikan nasional, dan dengan 
demikian pendidikan agama Islam menjadi terpadu dalam sistem pendidikan nasional.  
6) Kemudian pada pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa ciri khas satu pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Dengan pasal ini, satu-satuan 
pendidikan Islam baik yang berada pada jalur sekolah maupun pada jalur yang berada 
di luar sekolah akan tetap tumbuh dan berkembang secara terarah dan terpadu dalam 
sistem pendidikan nasional.  
Satuan pendidikan yang berciri khas ini, pada peraturan pemerintah No. 28 tahun 1990, 
tentang Pendidikan Dasar, pasal 4 ayat 3 ditegaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri 
khas agama islam, yang diselenggaarakan oleh Kementrian Agama, masing-masing 
disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Dengan demikian madrasah 
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diakui sama dengan sekolah umum, dan merupakan satuan pendidikan yang terintegrasi 
dalam sistem pendidikan nasional.  
Demikian kebijakan pemerintah di dalam sistem pendidikan nasional yang kaitannya 
dengan pendidikan Islam. Dalam konteks ini kita mungkin bertanya, mengapa Pendidikan 
Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Secara konsepsional, sistem 
pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945, adalah sejalan dengan 
pendidikan nasional atau paling tidak, tidak ada pertentangan dengan konsep dasar 
pendidikan Islam.  
Analisa perbandingan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam maka akan 
nampak sebagai berikut:  
1) Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa ... dan seterusnya, merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang 
sekaligus menjadi tujuan pendidikan nasional. Hal terbut bila dipandang dari konsep 
pendidikan Islam ternyata tidaklah bertentangan dan menyalahi tujuan pendidikan 
Islam. Wajar sekali jika kedua sistem dikembangkan secara terpadu, karena berorientasi 
pada tujuan dan wadah yang sama.  
2) Sebagaimana yang dikendaki para pendiri bangsa, bahwa karakteristik pendidikan 
nasional sebagaimana yang dirumuskan pendidikan kecerdasan akan budi yang 
bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, dengan tujuan untuk mewudukan 
keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Kenyattaan bila ditinjau dari aspek 
operasional pendidikan Islam, kiranya bisa dianalisis seperti berikut:  
a) Bahwa pendidikan kecerdasan akal budi, merupakan usaha untuk mengembangkan potensi 
fitrah dalam operasionalisasi konsep pendidikan Islam, sebab akal budi merupakan salah 
satu untuk penting dari fitrah manusia.  
b) Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, karenanya agama dan kebudayaan 
yang dijadikan sendi pendidikan nasional, tidak lain adalah agama dan kebudayaan Islam, 
atau minimal agama dan kebudayaan yang Islam yang sudah menyatu dengan agama dan 
kebudayaan Islam, dalam sistem pendidikan nasional menjadi unsur yang sangat dominan.  
c) Oleh karena pendiri bangsa dan negara ini, tujuan pendidikan nasional dirumuskan secara 
sangat sederhana yaitu menuju ke arah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
merupakan tujuan universal yang ada pada setiap masyarakat dan sistem budaya yang juga 
meruapkan tujuan umum dan universal dari agama dan tujuan pendidikan Islam.  
3) Tidak bisa dipungkiri, bahwa unsur-unsur budaya pada agama Islam telah menjadi 
bagian integral dari wawasan budaya bangsa sehingga pendidikan nasional yang 
bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional, akan berarti pula memajukan unsur-
unsur budaya Islam. Begitu pula pendidikan di pesantren dan madrasah, merupakan 
suatu bagian dari warisan budaya bangsa yang dibina dan dikembangkan dalam rangka 
pemmbinaan pendidikan nasional, juga berarti memajukan dan mengembangkan sistem 
pendidikan Islam.  
4) Sistem pada sekolah-sekolah modern yang juga merupakan bagian dari warisan budaya 
bangsa, yang kemudian menjadi inti atau unsur utama dalam sistem pendidikan 
nasional, apabila ditinjau dari segi konsep filosofi pendidikan Islam, ternyata bahwa 
sekolah-sekolah dan sistem budaya modern tersebut adalah akulturasi potensi fitrah 
manusia dalam sistem atau lingkungan budaya bangsa barat. Sistem dan lingkungan 
yang dikehendaki oleh Islam adalah sistem dan lingkungan budaya terbuka, yang 
bercorak universal. Oleh sebab itu, penerimaan unsur-unsur budaya modern barat ke 
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dalam sistem lingkungan budaya Islam bukanlah merupakan hal yang bertentangan 
dengan ajaran Islam, dan dalam hal ini lebih merupakan suatu kewajaran.  
Dengan demikian keterpaduan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, yang 
jelas pemerintah berusaha untuk menyelenggarakan satu sistem nasional, dengan memadukan 
kedua sistem pendidikan warisan budaya bangsa yang bersifat dualitis tersebut.  
 
C. Kesimpulan. 
Kebijakan Pendidikan agama di sekolah umum masa penjajahan, pasca kemerdekaan, 
orde lama dan orde baru yang diterapkan di Indonesia sangat dipengaruhi berbagai sebab, di 
antaranya berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan politik pemerintahan, 
perubahan masyarakat, adat istiadat dan kebudayaan.  
Pada masa penjajahan kolonial Belanda, kebijakan pemerintah pada waktu itu tidak 
memperbolehkan pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu pendidikan 
Islam dilaksanakan oleh masyarakat, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi 
kemasyaratan keagamaan dengan pengawasan sangat ketat. Hal ini berbeda dengan masa 
penjajahan Jepang memberikan kelenturan dengan mengizinkan mengajarkan agama pada 
sekolah-sekolah umum walau gurunya tidak diberikan gaji oleh pemerintah.  
Pada masa pemerintahan orde lama pendidikan Islam di sekolah umum mulai 
diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang 
perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan 
pendidikan Islam tersebut dilanjutkan pada pemerintahan di masa orde baru dengan kebijakan 
penegeriaan madrasah Ibtidaiyah negeri, madrasah tsanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri 
hingga lahirnnya surat keputusan bersama tiga menteri yang menyamakan lulusan madrasah 
dengan sekolah umum.  
Pembelajaran pendidikan agama di sekolah umum pada masa orde Lama diberikan 
pada siswa dari jenjang dasar sampai tinggi dengan ketentuan siswa boleh menolak untuk 
tidak diberikan pembelajaran pendidikan agama. Namun pada masa orde Baru ketentuan 
siswa boleh menolak untuk tidak diberikan pembelajaran agama itu dihilangkan sehingga 
pembelajaran pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat SD 
sampai perguruan tinggi.  
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